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Adanya wabah pandemi Covid-19 sehingga menimbulkan resesi ekonomi. 
Dalam rangka pemulihan kembali perekonomian nasional untuk melakukan 
penyelesaian kewajiban utangnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) merupakan mimpi buruk bagi pelaku usaha. PKPU dapat dilakukan guna 
mencegah terjadinya krisis keuangan sehingga dapat terhindar dari pailit. 
 Penelitian ini bertujuan: (1) Mengkaji ketentuan Bank Mega cabang Tegal 
terhadap debitur yang terpaksa melakukan penundaan kewajiban pembayaran 
utang sebagai dampak resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. (2) Mengkaji 
hambatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang karena adanya resesi 
ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Bank Mega cabang Tegal. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Teknik 
pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan, serta dianalisa dengan metode 
kualitatif. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Mega cabang Tegal 
memiliki kebijakan restrukturisasi kredit untuk memberikan kemudahan debitur 
baik perorangan maupun perusahaan. Kebijakan dari Bank Mega cabang Tegal 
adalah dengan menawarkan keringanan kepada debitur yang mengalami kesulitan 
keuangan karena akibat penyebab penyebaran virus Covid-19 dengan ketentuan-
ketentuan untuk melakukan langkah restrukturisas dan relaksasi. Bank Mega 
cabang Tegal juga mengalami berbagai kendala atau hambatan pada saat proses 
berjalannya memberikan keringanan terhadap debitur.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bank Mega, 







The Covid-19 pandemic outbreak has caused an economic recession. In 
the context of restoring the national economy, it is necessary to settle its debt 
obligations. Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is a nightmare 
for business actors. PKPU can be implemented to prevent a financial crisis so that 
it can avoid bankruptcy. 
This research aims: (1) To examine the provisions of the Tegal branch of 
Bank Mega on debtors who are forced to postpone their debt payment obligations 
as a result of the economic recession due to the Covid-19 pandemic. (2) Assessing 
barriers to postponement of debt payment obligations due to the economic 
recession due to the Covid-19 pandemic at Bank Mega's Tegal branch. This type 
of research is literature research with a normative approach. The technique of 
collecting data is through literature study and analyzed using qualitative methods. 
The results of this study indicate that the Tegal branch of Bank Mega has a 
credit restructuring policy to facilitate both individual and corporate debtors. The 
policy of the Tegal branch of Bank Mega is to offer relief to debtors who are 
experiencing financial difficulties due to the cause of the spread of the Covid-19 
virus with provisions for restructuring and relaxation steps. Bank Mega's Tegal 
branch also experienced various obstacles or obstacles during the process of 
providing relief to debtors. 
Based on the results of this study, it is hoped that it will become material 
for information and input for students, academics, practitioners, and all those in 
need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. 
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True Wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about 
life, ourselves, and the world around us. 
(Socrates) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
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A. Latar Belakang  
 Pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan masyarakat yang 
adil, dan sejahtera berdasarkan alinea ke empat Pembukaan Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila bertujuan pada 
terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan 
hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung 
pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional harus memiliki 
nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam mewujudkan 
ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang diharapkan mampu 
mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional.1  
 Seringkali Indonesia ini menghadapi pandemi seperti halnya dengan 
munculnya berbagai wabah virus. Dengan adanya pandemi, pemerintah 
melakukan berbagai upaya penanggulan untuk meredam akibat pandemi di 
berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tidak hanya kesehatan 
melainkan sektor ekonominya menghadapi akibat serius karena pandemi. 
Pembatasan kegiatan masyarakat mempengaruhi pada kegiatan bisnis yang 
setelah itu berdampak pada perekonomian.  
 
1 Doni Budiono, “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang”, Jurnal Hukum Acara Perdata: Adhaper, Volume 4, Nomor 2,  Juli-




 Terhambatnya kegiatan perekonomian secara otomatis membuat para 
pelaku usaha melaksanakan efisiensi untuk menekan kerugian. Dampaknya 
banyak pekerja yang diberhentikan (PHK). Dilihat dari sebaran sektornya, 
perdagangan adalah sektor yang paling banyak mengalami pengurangan 
penyerapan tenaga kerja. Meski demikian, ada berbagai macam sektor yang 
diperkirakan masih bisa menyerap tenaga kerja, seperti halnya jasa pendidikan, 
informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa 
keuangan dan asuransi. 
 Pemberian kredit memberikan peluang untuk menciptakan lapangan 
pekerjaan, sebab kredit memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 
mengembangkan usaha sehingga tingkat pengangguran akan berkurang. Tujuan 
utama negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya 
memulai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru tersebut. Kegiatan yang 
dilakukan untuk membantu percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi 
sehingga dapat mencapai peningkatan taraf hidup masyarakat.  Fasilitas kredit 
memberikan keuntungan pada perkembangan ekonomi yang dipengaruhi oleh 
kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Suatu kondisi yang 
diharapkan dapat berjalan dengan lancar namun menjadi terhambat karena 
kondisi tertentu. Pada awal tahun 2020 dunia sedang dilanda dengan adanya 




2020 pandemi Covid-19 memasuki wilayah Indonesia sehingga memberikan 
dampak besar kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat.2 
 Kartini Mulyadi berpendapat, bahwa rumusan dalam Pasal 1131 KUH 
Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam 
lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta 
kekayaannya, baik yang bersifat menaikkan jumlah harta kekayaannya (kredit), 
maupun yang nantinya hendak kurangi jumlah harta kekayaannya (debit). 
Sedangkan harta kekayaan tiap orang akan selalu berada dalam kondisi yang 
dinamis dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Setiap perjanjian dibuat 
maupun perikatan yang terjadi dapat menyebabkan harta kekayaan seseorang 
meningkat ataupun menurun.3  
 Salah satu unsur penting dalam rangka pemulihan kembali 
perekonomian nasional adalah melalui suatu wahana di mana perusahaan-
perusahaan yang sedang menghadapi masalah bersepakat dengan para kreditor 
untuk melakukan penyelesaian kewajiban ataupun restrukturisasi terhadap 
utang mereka, sehingga perusahan-perusahaan tersebut mendapatkan akses 
untuk memperoleh modal kerja kembali serta dapat mempertahankan 
kelangsungan usahanya.4  
 
2 Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, “Analisis Hukum Relaksasi Kredit 
Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 11/PJOK.03/2020”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4, Nomor 2, Desember, 2020, 
hlm. 614.  
3 Kartini Mulyadi, Kreditor Preferns dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan, Jakarta: Pusat 
Pengkajian Hukum, 2005,  hlm. 164. 
4 Astrie Sekarlaranti Lestari, “Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 




 Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ialah mimpi buruk 
untuk para pelaku usaha di Indonesia, sebab di dalam PKPU diatur bahwa 
cukup dengan 2 (dua) kreditor serta satu utang yang sudah jatuh tempo dan 
dapat ditagih tanpa terdapatnya ketentuan minimum jumlah utang, suatu pihak 
atau debitor sudah dapat dipailitkan. Guna menghindari permohonan pailit oleh 
kreditor, maka masih ada celah yang dapat dilakukan oleh debitor yaitu 
melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga 
perusahaan tidak jatuh pailit.5 
 Peraturan perundang-undangan mengenai Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku pada suatu negara, tidak terkecuali 
di Indonesia, hendak sangat pengaruhi penyelesaian utang piutang antara 
kreditur dan debitur yang sedang berjalan, baik untuk kreditor yang 
berkepentingan atas kembalinya dana yang telah dipinjamkan, ataupun bagi 
debitor dalam perihal melindungi kelangsungan usahanya. Dalam hal ini, 
PKPU hendak pengaruhi proses penyelesaian utang piutang antara kreditor 
dengan debitor apabila debitor sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan 
memiliki kemampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo ataupun 
untuk melanjutkan utang-utangnya.6 
 
Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Reorganisasi Perusahaan Berdasarkan Chapter 11 US 
Bankruptcy Code (Studi Komparasi)”, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012, hlm. 4.  
5 Heny Hartono, “di Rumah Unika” Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika 
(Kumpulan Berbagai Kajian Keilmuan Terkait Pandemi Covid-19 dari Unika Untuk Negeri, 
Etalase Pengetahuan Sebagai Suplemen untuk Meningkatkan Imun Kehidupan), Semarang: 
Universitas Katolik Soegijapranata, 2020, hlm. 228.  
6 Dino Irwin Tengkano,  “Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut 
Undang-Undang Kepailitan (Studi Kasus PT Ometraco di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat), 




 Penundaan pembayaran utang (supension of payment atau surseance 
van betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui 
putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan 
debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran 
utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian 
utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturasi utangnya tersebut. 
Jadi, penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis 
moratorium, dalam hal ini legal moratorium.7 
 Pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan 
penundaan pembayaran utang adalah pihak debitor.8 Dalam Undang-undang 
Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang pada Pasal 222 ayat (2) disebutkan bahwa:   
 “Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat 
 melanjutkan membayarkan utang-utangnya yang sudah jatuh waktu 
 dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan pembayaran utang 
 dengan maksud untuk mengajukan rencana pembayaran utang 
 dengan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran 
 pembayaran seluruhnya, maupun atau sebagian utangnya kepada 
 kreditur” 
 
 Resesi ekonomi adalah tekanan dalam ekonomi baik dari sektor 
keuangan maupun dari sektor riil. Munculnya resesi ekonomi ditandai dengan 
adanya sejumlah hal yaitu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan 
berlanjut dan akan semakin merata di hampir semua sektor pekerjaan. Resesi 
 






ekonomi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang 
berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Pada saat resesi, 
ekonomi akan berjuang dan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, 
perusahaan membuat lebih sedikit penjualan dan output negara secara 
keseluruhan akan menurun.9  
 Penundaan pembayaran memberikan kesempatan kepada debitur untuk 
sementara lepas dari tekanan kreditur, agar debitur dapat mereorganisasi 
perusahaannya dan melanjutkan bisnisnya, dan akhirnya dapat memenuhi 
tuntutan kreditur. Penundaan pembayaran dapat dengan mudah beralih menjadi 
kepailitan, apabila jelas bahwa reorganisasi perusahaan tidak akan berhasil, 
maka Kepailitan tidak dapat berubah menjadi penundaan pembayaran.10 
Langkah yang harus dilakukan adalah dengan cara memberikan kesempatan 
kepada debitor untuk berunding dengan para kreditornya untuk melakukan 
restrukturasi utang, baik dengan cara melakukan penjadwalan kembali 
pelunasan utang debitor.11 
 Fred B.G. Tumbuan, PKPU bertujuan untuk menjaga jangan sampai 
seorang debitur yang karena suatu keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, 
dinyatakan pailit. Sedangkan bila debitur diberi waktu maka besar harapan ia 
dapat melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit dan keadaan seperti ini akan 
 
9 Dandy Bayu Bramasta, “Siap-Siap Resesi Ekonomi, ini Dampak dan Cara Mengatasinya”, 
https://amp.kompas.com/tren/read/2020/09/23/123000565/siap-siap-resesi-ekonomi-ini-dampak-
dan-cara-mengatasinya-, Diakses pada tanggal 27 September 2020, Pukul 18.35 WIB.  
10 Andang Sari, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang 
Kepailitan”, Jurnal Hukum, Volume 17, Nomor  2, 2017, Hlm. 4. 




berakibat pengurangan nilai perusahaan, hal mana jelas merugikan kreditur. 
Oleh karenanya, dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitur 
diharapkan bahwa ia melalui reorganisasi usahanya dan/atau restrukturisasi 
utang-utangnya dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian membayar 
lunas utang-utangnya.12 
 Pada tahun 1969 berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. 
Bank Karman dan berkedudukan di Surabaya. Berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.48 tertanggal 15 
Agustus 1969 perihal ijin melakukan usaha bank atas nama PT Bank Karman, 
kemudian berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor S.611/MK.13/1992 mengenai Perubahan nama PT Bank Karman 
menjadi PT. Mega Bank dan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank 
Indonesia Nomor 2/5/Kep.DpG/2000 tentang Perubahan Nama PT. Mega Bank 
Menjadi PT. Bank Mega Tbk.13 Bank Mega merupakan salah satu bank yang 
percaya bahwa pencapaian kinerja ekonomi harus dibarengi dengan kinerja 
lingkungan dan sosial yang semakin signifikan mempengaruhi kinerja 
finansial. Dampak perubahan iklim dan terus berlanjutnya bencana alam 
menunjukkan bahwa dunia usaha harus melakukan perubahan, salah satunya 
melalui penerapan keuangan berkelanjutan. Sejalan dengan Peraturan Otoritas 
 
12 Menurut Fred B.G.Tumbuan dikutip dari, Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori 
Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Edisi Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 413. 
13Bank Mega, “Profil Bank Mega”, https://bankmega.com/id/tentang-kami/profil-bank-mega/ , 




Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017, Bank Mega mulai membuat 
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).14  
 Sesuai dengan himbauan pemerintah untuk memberikan relaksasi 
kepada debitur yang terkena dampak pandemi, Bank Mega memiliki kebijakan 
restrukturisasi kredit untuk memberikan kemudahaan bagi debitur Bank Mega 
yang terkena dampak pandemi, baik perorangan maupun perusahaan. Program 
restrukturisasi yang ditawarkan berupa keringanan pembayaran kewajiban atau 
angsuran atas pokok dan/atau bunga dengan cara perpanjangan jangka waktu 
kredit atau pemberian grace period dengan jangka waktu yang akan ditentukan 
dari hasil evaluasi Bank terhadap kemampuan debitur. Pengajuan 
Restrukturisasi kredit akan di evaluasi oleh Komite Restrukturisasi Bank Mega 
sesuai dengan ketentuan Bank Mega dan Peraturan OJK.15  
 Situasi krisis yang menekan penerimaan di tengah pandemi ini, 
sementara tagihan jalan terus menerus, dan risiko usaha meningkat dengan 
lonjakan kebutuhan restrukturisasi kredit dan pencadangan (provisi) kredit 
bermasalah, peran likuiditas pun sepenting darah dalam tubuh manusia. 
Menurut Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib mengatakan bahwa 
layaknya darah dalam tubuh sebuah bank, likuiditas sangat penting untuk 
dijaga kecukupannya, terutama untuk menghadapi kondisi resesi agar kegiatan 
operasional sebuah bank tetap berjalan secara normal. Meskipun saat ini bukan 
 
14 Bank Mega, Laporan Berkelanjutan 2019, Jakarta: PT. Bank Mega, Tbk., 2019, hlm. 11.  
15 Mberita Bank Mega, “Performa Positif Bank Mega Periode Q1 2020 Di Awal Pandemi 
Corona”, https://bankmega.com/id/tentang-kami/berita/performa-positif-bank-mega-periode-q1-




waktu yang tepat untuk berekspansi, likuiditas yang kuat memberi kami 
kelonggaran untuk melakukan restrukturisasi kredit debitur yang terkena 
dampak pandemi dan mengamankan dana nasabah yang ditempatkan di Bank 
Mega. Namun, pemerintah tentu saja harus tetap waspada, dengan menyiapkan 
berbagai skenario (mulai dari yang terbaik hingga yang terburuk), lengkap 
dengan formula kebijakan yang bisa dijalankan untuk mencegah maupun 
menanganinya. Untuk menjaga likuiditas perbankan, Presiden Joko Widodo 
merilis Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Pelaksanaan Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 
Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional 
yang memungkinkan penempatan dana negara untuk mendukung bank yang 
tengah merestrukturisasi dan/atau memberikan tambahan kredit atau 
pembiayaan di tengah krisis pandemi yang berdampak pada tersendatnya 
aktivitas bisnis dan ekonomi, Bank Mega akan tetap kuat dengan 
mengandalkan likuiditasnya yang masih berlebih ketika muncul tagihan dan 
kewajiban jangka pendek, tanpa perlu dana talangan pemerintah.16 
 Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan 
perekonomian Indonesia adalah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 11/POJK/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai 
 
16 Mberita Bank Mega, Likuiditas, "Senjata Rahasia" Bank Mega di Era Pandemi”, 
https://bankmega.com/id/tentang-kami/berita/likuiditas-senjata-rahasia-bank-mega-di-era-




Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, 
yang mengatur mengenai restrukturisasi utang terhadap debitur yang terkena 
dampak pandemi, dengan mengajukan restrukturisasi utang kepada bank dan 
perusahaan pembiayaan, sederhananya utang atau kredit yang macet (NPL) 
dari para debitur yang kriterianya tertulis dalam POJK tersebut dijadikan kredit 
lancar oleh  pemerintah.17 Dalam konsideran POJK tersebut, dinyatakan bahwa 
latar belakang penerbitan peraturan ini disebabkan dengan penyebaran Covid-
19 secara global yang berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam 
memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan yang tentunya 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  Selain itu, peraturan ini juga dibuat 
untuk mengoptimalisasi fungsi intermediasi dalam perbankan, dengan menjaga 
stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 
 Berdasarkan uraian diatas, maka secara sederhana PKPU dapat 
diartikan sebagai moratorium legal yaitu penundaan pembayaran utang yang 
dapat dilakukan dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan guna 
mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah dan dapat terhindar 
dari pailit bagi perusahaan yang terdampak pandemi.18 Oleh karena itu, maka 
perusahaan yang mengalami masalah likuiditas untuk mengambil langkah 
sesegera mungkin untuk melakukan negoisasi dan membicarakan dengan para 
kreditor, sehingga mencapai kesepakatan restrukturasi kewajiban pembayaran 
 
17 Fika Nurul Ulya, “Kata Bos BCA, Ini Tantangan dan Risiko Kredit”, 
https://money.kompas.com/read/2020/06/10/201300826/kata-bos-bca-ini-tantangan-dan-risiko-
restrukturisasi-kredit?page=all, Diakses pada tanggal 12 Desember 2020, Pukul 18.15 WIB.  




utang dan para kreditor juga akan memahami kondisi perusahaan yang 
diakibatkan oleh pandemi. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah-masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana ketentuan Bank Mega cabang Tegal terhadap debitur yang 
terpaksa melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai 
dampak resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19?  
2. Bagaimana hambatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang karena 
adanya resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Bank Mega cabang 
Tegal? 
C. Tujuan Penelitian  
 Tujuan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengkaji ketentuan Bank Mega Cabang Tegal terhadap debitur 
yang terpaksa melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai 
dampak resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. 
2. Untuk mengkaji hambatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang 
karena adanya resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Bank Mega 
Cabang Tegal. 
D. Manfaat Penelitian  
 Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara 




1. Manfaat Teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 
wawasan penulis dan mahasiswa fakultas hukum. Serta hasil penelitian ini 
diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi 
ilmu hukum  dalam bidang penundaan kewajiban pembayaran utang 
sebagai dampak dari resesi ekonomi yang mana permasalahannya selalu 
mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan penundaan 
kewajiban pembayaran utang.  
2. Manfaat Praktis  
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi 
pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk 
penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan penundaan 
kewajiban pembayaran utang. Serta sebagai bahan bacaan dan juga 
sumbangan pemikiran dalam memperbanyak literatur bagi kepustakaan 
Universitas Pancasakti Tegal.  
E. Tinjauan Pustaka 
 Perjanjian adalah suatu suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau 
dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana 
kedua belah pihak saling mengikatkan diri.19 Lahirnya perjanjian yang sah 
harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata. 
Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik subyeknya maupun obyeknya. Syarat 
 
19 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I, Bandung: Citra 




lahirnya suatu perjanjian terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian yakni:20 1) 
adanya kesepakatan mengikatkan diri; 2) adanya kecakapan untuk membuat 
suatu perjanjian; 3) adanya suatu hal tertentu; 4) adanya suatu sebab yang 
halal.   
 Utang piutang terhadap bank termasuk dalam perjanjian konsensual dan 
riil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang lahir karena kata sepakat para 
pihak, sedangkan perjanjian riil adalah kesepakatan para pihak yang terjadi 
bersamaan dengan penyerahan barangnya. 21 Berakhirnya utang piutang sama 
dengan hapusnya perjanjian pinjam meminjam, yakni:22 1) debitur melakukan 
pembayaran lunas hutangnya; 2) penawaran pembayaran tunai diikuti oleh 
penyimpanan atau penitipan; 3) pembaharuan hutang (novasi); 4) perjumpaan 
hutang (kompensasi); 5) percampuran hutang; 6) pembebasan hutang dengan 
persetujuan kedua belah pihak; 7) batal/pembatalan; 8) adanya putusan hakim 
yang memutuskan bagaimana cara pelunasan hutang debitur kepada kreditur. 
Apabila dalam perjanjian telah dipenuhi salah satu unsur dari berakhirnya 
perjanjian, maka perjanjian tersebut berakhir. Setelah penulis mengkaji 
beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan 
dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya sebagai berikut:  
 Kosmas Dohu Amajihono (2020) dengan judul “Penundaan 
Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-2019 di Indonesia”. Hasil 
 
20 Ibid, hlm. 167. 
21 Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, 
Bandung: Alumni, 2006, hlm. 84.  




penelitian ini menunjukan bahwa penundaan pembayaran angsuran kredit 
diatur khusus di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Perlakuan khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi 
Covid 2019, bukan merupakan ingkar janji atau wanprestasi karena seorang 
tidak dapat melunasi kreditnya tepat waktu dengan alasan keadaan memaksa 
yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang 
dimaksud di dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata.23  
 Stevi G. Tampemawa (2019) dengan judul “Prosedur dan Tata Cara 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-undang 
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan 
mengenai pengunduran dan pembayaran atau penundaan pembayaran diatur 
dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Di dalam undang-undang yang 
baru, penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam Bab III yang 
terdapat dua bagian. Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan 
menyelesaikan permohonan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian 
sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyatan pailit telah 
 
23 Kosmas Dohu Amajihono, “Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-2019 




memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Nomor 37 Tahun 2004.24  
 Astrie Sekarlaranti Lestari (2012) dengan judul “Tinjauan Terhadap 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-undang Nomor 
37 Tahun 2004 tentang Kepailitian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Reorganisasi 
Perusahaan Berdasarkan Chapter 11 Us Bankruptcy Code”. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa terdapat perbedaan perbedaan antara PKPU dalam konsep 
Hukum Kepailitan Indonesia dengan PKPU sebagai akibat dari Reorganisasi 
Perusahaan dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat. Perbedaan tersebut 
terletak pada kedudukan masa PKPU  itu sendiri, jangka waktu PKPU diantara 
keduanya, dan prosedur yang berlaku pada masing-masin konsep, yaitu dalam 
hal eksistensi pengurus atau trustee pada PKPU dan Reorganisasi Perusahaan. 
Terdapat juga perbedaan antara kesepakatan akhir yang dihasilkan oleh proses 
penyelesaian perkara kepailitan pada masing-masing konsep.25 
 Berdasarkan kajian perbandingan diatas, maka yang membedakan 
penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa peneliti 
mengkaji mengenai ketentuan-ketentuan terhadap debitur yang terpaksa 
melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai dampak resesi 
 
24 Stevi G. Tampemawa, “Prosedur dan Tata Cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(PKPU) Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang”, Jurnal Lex Privatum, Volume 7, Nomor 6, Juli-September, 2019, 
hlm. 10.   




ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta hambatan dari penundaan kewajiban 
pembayaran utang karena adanya resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). 
Penelitian kepustakaan adalah data dasar yang dalam (ilmu) penelitian 
digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi surat-
surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang 
dikeluarkan oleh pemerintah.26 Peneliti menggunakan referensi Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-undang Nomor 37 
Tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK/03/2020 
tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan 
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.  
2. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang 
mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma 
hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi 
 
26 Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo 




suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.27 Peneliti mencari 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penundaan kewajiban 
pembayaran utang sebagai dampak resesi ekonomi akibat pandemi Covid-
19 serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi karena adanya resesi 
ekonomi akibat pandemi Covid-19. 
3. Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber 
data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian 
dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-
undangan.28 Sumber data sekunder yang peneliti gunakan meliputi: Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-undang Nomor 37 
Tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK/03/2020 
tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan 
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Selain 
sumber data sekunder peneliti juga menggunakan wawancara terhadap 
objek yang ingin diteliti untuk memperoleh hasil yang maksimal dan valid. 
4. Metode Pengumpulan Data  
 Metode pengumpulan data yang digunakan dengan teknik studi 
kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Metode Kepustakaan adalah 
 
27 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 105. 




data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 
bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen 
resmi, publikasi, dan hasil penelitian.29 Dan jurnal, artikel, serta 
penelusuran informasi tambahan yang dilakukan secara online melalui 
internet. 
5. Metode Analisis Data 
 Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif 
adalah data yang dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-
penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun 
dalam bentuk sebuah laporan penelitian.30 Metode ini dilakukan, karena 
untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan logis. Hasil analisis 
kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan 
dalam penelitian ini.  
G. Rencana Sistematika Penulisan  
 Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bagian bab 
sebagai tahapan di dalam penulisan, yaitu:  
 Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, 
Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi. 
 
29 Ibid, hlm. 107.   
30 Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi), Bandung: Remaja Rosdakarya 




 Bab II Tinjauan Konseptual, menguraikan tentang Tinjauan Umum 
Tentang Perbankan yang terdiri dari Pengertian Bank, Jenis-Jenis Bank, 
Gambaran Umum Tentang Bank Mega, Tinjauan Umum Tentang Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang yang terdiri dari Pengertian PKPU, Hakekat dan 
Tujuan PKPU, Manfaat PKPU, dan Prosedur Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang yang terdiri dari Alasan Pengajuan PKPU, Mekanisme 
PKPU, serta Berakhirnya PKPU. 
 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil 
pembahasan rumusan masalah tentang ketentuan Bank Mega Cabang Tegal 
terhadap debitur yang terpaksa melakukan PKPU sebagai dampak resesi 
ekonomi akibat pandemi Covid-19, dan hambatan PKPU karena adanya resesi 
ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Bank Mega Cabang Tegal.  
 Bab IV Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari 






TINJAUAN  KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan 
1. Pengertian Bank 
 Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha 
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut 
pendapat Kasmir, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan 
usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 
kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank 
lainnya.31 Sedangkan menurut pendapat Ketut Rindjin, bank dapat 
diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah 
memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 
peredaran uang.32 
 Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun 
 
31 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 3. 
32 Ketut Rindjin, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jakarta: 




dana dan penyalur dana masyarakat. Secara lebih spesifik bank dapat 
berfungsi sebagai berikut:33  
a. Agent of Trust, merupakan dasar utama kegiatan perbankan yaitu 
kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari 
pihak penyimpanan dana ataupun dari pihak bank dan kepercayaan ini 
tentu saja akan terus berlanjut kepada pihak debitur.   
b. Agent of Development, merupakan kegiatan prekonomian masyarakat 
di dalam sektor moneter dan sektor riil tidak dapat terpisahkan. 
Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat 
dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil.  
c. Agen Of Service, bahwa bank membagikan penawaran jasa perbankan 
yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini berkaitan 
dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum yang berupa 
jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan 
bank serta penyelesaian tagihan.  
2. Jenis-jenis Bank   
 Seiring dengan perkembangan, bank memuat berbagai jenis bank-
bank yang ada di Indonesia dalam beberapa pengelompokan, diantaranya 
sebagai berikut:  
 
33 I Gusti Ayu Purnawati, et al., Akutansi Perbankan; Teori dan Soal Latihan, Yogyakarta: 




a. Bank berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan, terdapat 2 (dua) jenis bank, diantaranya sebagai berikut: 
1) Bank Umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat 
jasa yang diberikan adalah umum, yang berarti dapat memberikan 
seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasinya dapat 
dilakukan di seluruh wilayah. Bank Umum sering disebut Bank 
Komersil (commercial bank). Contohnya: Bank Mandiri, Bank 
Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank 
Negara Indonesia 46 (BNI).34  
2) Bank Perkreditan Rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. Jasa-jasa yang ditawarkan jauh lebih sempit jika 
dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. Contohnya: 
Bank Danamon, Bank Mega, Bank Central Asia (BCA), dll.35 
 
 
34 Kasmir, op.cit., hlm. 19.  




b. Bank berdasarkan dari segi kepemilikannya, diantaranya sebagai 
berikut:36 
1) Bank Milik Pemerintah, bank yang akte pendiriannya ataupun 
modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh 
keuntunggnya juga dimiliki oleh pemerintah. Contohnya: Bank 
Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank 
Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri. Sedangkan bank 
milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan 
tingkat II masing-masing provinsi. Contohnya: BPD Jawa 
Tengah, BPD DKI Jakarta, BPD, Jawa Barat, dll. 
2) Bank Milik Swasta Nasional, bank yang seluruh atau sebagian 
besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya 
didirikan oleh swasta dan pembagian keuntungannya untuk 
keuntungan swasta. Contohnya: Bank Muamalat, Bank Central 
Asia (BCA), Bank Danamon, dll.  
3) Bank Milik Koperasi, bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki 
oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya: 
Bank Umum Koperasi Indonesia.  
4) Bank Milik Asing, bank yang merupakan cabang dari bank yang 
ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah 
 





asing dan kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. 
Contohnya: City Bank, Standard Chartered Bank, dll. 
5) Bank Milik Campuran, bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki 
oleh pihak asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya 
secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. 
Contohnya: Bank Mericorp, Sumitomo Niaga Bank, Ing Bank, 
dll.  
c. Bank berdasarkan dari segi status, diantaranya sebagai berikut:37 
1) Bank Devisa, bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar 
negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 
keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, pembukaan dan 
pembayaran Letter Of Credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan 
untuk menjadi bank devisa harus ditentukan oleh Bank Indonesia. 
2) Bank Non Devisa, bank yang belum memiliki izin untuk 
melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat 
melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Transaksi yang 








d. Bank berdasarkan dari segi cara menentukan harga, diantaranya 
sebagai berikut:38 
1) Bank berdasarkan prinsip konvensional, bank yang dalam 
menentukan harga kepada nasabahnya berdasarkan prinsip 
konvensional yang menggunakan dua metode yaitu spread based  
dan fee based. 
2) Bank  berdasarkan prinsip syariah, bank yang dalam menentukan 
harganya menggunakan prinsip syariah yaitu: 1) mudharabah; 2) 
musharakah; 3) murabahah; 4) ijarah; dan 5) iqtina.  
3. Gambaran Umum Bank Mega  
  Bank Mega adalah perusahaan Indonesia yang berbentuk perseroan 
terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Bank Mega 
didirikan pada tanggal 15 Agustus 1969 sesuai dengan Surat Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.48 yang 
merupakan berawal dari perusahaan milik keluarga bernama PT. Bank 
Karman dan berkedudukan di Surabaya. Pada tanggal 1 Januari 1992 
berdasarkan  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
S.611/MK.13/1992  berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan 
melakukan relokasi Kantor Pusat di Jakarta, tepatnya di Menara Bank 
Mega, Jl. Kapten P. Tendean Nomor 12-14A, Jakarta-12790, Indonesia. 
Sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 
 




2/5/Kep.DpG/2000 berubah lagi namanya menjadi PT. Bank Mega Tbk. 
PT. Bank Mega Tbk diambil alih oleh PARA GROUP (PT. Para Global 
Investindo dan PT. Para Rekan Investama) sebuah Holding Company 
milik pengusaha nasional yaitu Chairul Tanjung. Selanjutnya PARA 
GROUP berubah menjadi CT. Corpora. Bank Mega memiliki 348  kantor 
cabang dan Bank Mega merupakan Bank Umum yang termasuk ke dalam 
Bank Swasta Nasional di Indonesia dan Bank Devisa.39 
 Bank Mega memiliki beberapa jenis produk dan layanan yang 
tergolong dalam kategori, diantaranya sebagai berikut:40  
a. Simpanan 
1) Tabungan Individu, terdapat Mega Dana, Mega Maxi (tabungan 
bisnis), Mega Absolut, Mega Ultima, Mega Valas, Mega Payroll, 
Mega Rencana, Mega Berbagi, Mega Perdana, Tabunganku. 
2) Tabungan Giro, terdapat Mega Giro dan Mega Giro Valas. 
3) Tabungan Deposito, terdapat Mega Depo. 
b. Pinjaman 
1) Pinjaman Individu, terdapat Mega Guna, Mega Oto, Mega Griya, 
Mega Reno. 
 
39 Bank Mega, loc.cit.  
40Wikipedia, Daftar Nama Produk Bank Mega,  
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_produk_Bank_Mega, diakses pada tanggal 14 Maret 2021, 




2) Pinjaman Bisnis, terdapat Mega KUK (Kredit Usaha Kecil), Mega 
KUM (Kredit Usaha Menengah), dan Mega Linkage Program 
(Pembiayaan Tak Langsung).  
c. Pembiayaan, terdapat Mega Oto Joint Finance, Mega Oto Asset 
Purchase Mega, Inventory Financing, dan Mega Supplier Financing.  
d. Treasury, terdapat Mega Bank Note, Mega Devisa, dan Mega 
Currency Swap. 
e. Kartu Kredit, terdapat Mega First, Metro Mega Card, Carrefour Mega 
Card, TSM Ultima Card, Mega Visa Infinite, Mega Visa Platinum, 
Mega Visa Gold, Mega Visa Silver. 
f. Perbankan Elektronik, terdapat Mega Mobile, Mega Internet, Mega 
Internet Bisnis, Mega Virtual Account, Mega ATM, Mega Pass, Mega 
Cash, Mega Virtual.  
g. Perbankan Internasional, terdapat Mega Remittance, Mega Trade 
Finance Guarantee, Mega Trade Finance Ekspor, Mega Trade Finance 
Impor. 
h. Mega Call 
i. Layanan Lainnya, terdapat Mega Transfer, Mega Inkaso, Mega 





 Bank Mega tentu saja mempunyai keunggulan, diantaranya sebagai 
berikut:41  
a. Pada saat krisis ekonomi, Bank Mega menjadi salah satu bank yang 
tidak terpengaruh dengan krisis dan tumbuh tanpa bantuan dari 
pemerintah.  
b. Bank di Indonesia yang mobil operasionalnya menggunakan Livery 
Bank. 
c. Bank yang kepemilikannya 100% milik warga Indonesia pada saat 
usaha sektor keuangan Indonesia di monopoli oleh asing.  
d. Memberikan keutungan sepanjang masa kepada nasabahnya 
dengan cara memberikan promo-promo menarik.  
 Prosedur pemberian kredit di dunia perbankan secara umum antara 
bank satu dengan bank lainnya tidak jauh berbeda. Perbedaanya mungkin 
hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan 
pertimbangan masing-masing bank. Prosedur pemberian kredit diantaranya 
sebagai berikut:42 
1) Pengajuan berkas, adalah permohonan kredit yang mana pada 
pemohon kredit perorangan terdiri dari pengajuan pinjaman, fotocopy 
identitas, sedangkan pemohon kredit berbadan hukum mengajukan 
 
41 Bank Mega, loc.cit. 




permohonan kredit yang dituangkan dalam bentuk proposal yang 
dilampiri berkas-berkas yang dibutuhkan.  
2) Penyelidikan berkas pinjaman, bertujuan untuk mengetahui apakah 
berkas yang diajukan sudah lengkap dan sudah benar sesuai 
persyaratan.  
3) Wawancara I, merupakan penyelidikan kepada calon peminjam 
dengan berhadapan langsung dengan calon peminjam dan meyakinkan 
apakah berkas-berkas sudah sesuai dan lengkap seperti yang diingkan 
bank. 
4) On the Spot, adalah kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan 
meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha dan jaminan. 
5) Wawancara II, adalah kegiatan perbaikan berkas apabila ada 
kekurangan setelah dilakukannya on th spot di lapangan.  
6) Keputusan kredit, adalah kegiatan untuk menentukan apakah kredit 
akan diberikan atau ditolak. 
7) Penandatanganan akad kredit, adalah kelanjutan dari diputuskannya 
kredit sebelum kredit dicairkan kepada calon nasabah.  
8) Realisasi kredit, diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang 
diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank 




9) Penyaluran/penarikan dana, pencairan dana atau pengambilan uang 
dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat 
diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit yang sekaligus atau 
secara bertahap.  
B. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU) diatur dalam 
Bab III Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
Berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, PKPU 
adalah prosedur atau upaya hukum yang membagikan hak kepada tiap 
debitur yang tidak bisa ataupun memperkirakan tidak bisa melanjutkan 
pembayaran utang yang telah jatuh tempo untuk meminta penundaan 
kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana 
perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran segala ataupun sebagian 
utang kepada kreditur konkuren. PKPU bisa diajukan secara sukarela oleh 
debitur yang sudah memperkirakan bahwa ia tidak dapat membayar utang-
utangnya, ataupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang 
diajukan oleh krediturnya.43 
 Menurut pendapat Munir Fuady, Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-
 




undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada 
pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan 
cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran 
seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk 
merestrukturasi utangnya tersebut.44  Sedangkan menurut pendapat Kartini 
Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada 
debitor untuk melakukan restrukturasi utangnya baik yang meliputi 
pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor 
konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada 
akhirnya debitor tetap dapat meneruskan usahanya.45  
 Jadi dari beberapa pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU) di atas dapat diambil kesimpulan bahwa PKPU adalah 
moratorium atau kesempatan untuk debitur agar dapat menyelesaikan 
sengketa utangnya dengan melakukan langkah perdamaian (accoord) dan 
musyawarah. Dengan harapan tidak langsung dipailitkan, tetapi 
memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki ekonomi agar 




44 Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek), Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, 1999, hlm. 177. 
45 Rudy A. Lontoh, et al., Penyelesaian Utang-Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Penerbit Alumni, 2001, hlm. 251. 
46 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka 




2. Hakekat dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
 Hakekat penundaan kewajiban pembayaran utang yang diizinkan 
adalah apabila suatu kesempatan baik bagi debitur selama waktu tertentu 
dalam penundaan pembayaran, tidak dapat melunasi pembayaran utang-
utangnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan suatu 
pengaturan baik bagi kedua belah pihak, yaitu kepentingan debitur ataupun 
kreditur dan kegunaannya untuk mencegah agar debitur yang sudah dalam 
keadaan berhenti membayar, dalam keadaan sulit likuiditas ataupun 
kekurangan dana dan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman kredit, tetapi 
tidak dinyatakan pailit.47  
 Menurut Fred B.G. Tumbuan tujuan dari PKPU yaitu untuk 
memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor untuk membuat 
laba dengan maksud agar debitor terjaga dari likuidasi.48 Sehingga apabila 
diberi waktu dan kesempatan debitor masih dapat membayar utangnya.  
 Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa pemberian PKPU 
dimaksudkan agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi 
mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian (accoord), 
baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun 
 
47 Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang 
Kepailitan, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 86. 




sebagian.49 Rencana perdamaian tersebut dapat juga dalam bentuk 
restrukturisasi utang, dengan maksud utang tersebut akan dibayar dengan 
melakukan penjadwalan pembayaran yang baru. Jadi pada prinsipnya 
PKPU tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan dari debitor 
saja, tetapi juga untuk kepentingan kreditor.50 
3. Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat 
dimanfaatkan oleh debitur apabila didalam pelunasan akan berhenti dan 
tidak mampu membayar, maka debitur dapat memilih langkah untuk dapat 
memohon PKPU.51 Dari sisi kepentingan debitur dan kreditur, Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mempunyai manfaat, yaitu:52  
a. Manfaat Dilihat dari Sisi Ekonomi 
 Lembaga PKPU merupakan sarana yang strategis dalam 
mencegah kepailitan. Keadaan seperti ini secara ekonomi akan sangat 
menguntungkan, antara lain:53  
1. Debitur melanjutkan usahanya; 
 
49 Bagus Irawan, Aspek-aspek hukum kepailitan,perusahaan, dan asuransi, Bandung: Alumni, 
2007, hlm. 23. 
50 Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 170. 
51 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 
Tentang Kepailitan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 328.  
52 R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Sebagai Upaya 





2. Tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja 
3. Tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok (supplier) dan 
pelanggan; 
4. Kreditur akan dapat dibayar seluruh utang-utangnya oleh debitur. 
b. Manfaat Dilihat dari Sisi Sosial 
 Di samping manfaat ekonomi di atas, lembaga PKPU juga 
memiliki manfaat sosial, antara lain:54  
1. Debitur akan tetap melanjutkan kegiatannya, sehingga keadaan 
seperti ini memiliki arti penting bagi debitur dalam kedudukannya 
di masyarakat. 
2. Perusahaan tetap dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat 
memberikan berbagai kontribusi di bidang sosial, seperti 
memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan sosial, olahraga, 
dan kesenian. 
c. Manfaat Dilihat dari Sisi Yuridis 
 Manfaat secara yuridis yaitu akan mengembangkan lembaga 
PKPU dan Kepailitan melalui praktik-praktik dan putusan pengadilan 
(yurisprudensi), dengan terbitnya Undang-undang Nomor 37 tahun 
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
 




Utang begitu pesat perkembangan praktik di bidang hukum 
kepailitan.55 
C. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
1. Alasan Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
 Dalam menjalankan aktivitas bisnis, kemungkinan munculnya 
resiko yang dapat menerpa pelaku usaha terhadap suatu hal yang sulit 
untuk dihindari. Konsekuensinya adalah apabila ada risiko yang menimpa 
dunia usaha akan berimbas kepada tersendatnya pemenuhan kewajiban. 
Apabila terjadi hal demikian, maka alternatif yang dapat ditempuh yakni 
dengan mengadakan penundaan pembayaran di luar pengadilan. Debitur 
yang bersangkutan mengajukan permohonan ke pihak kreditur secara 
langsung. Dalam praktik bisnis kerap sekali dilakukan oleh debitur dengan 
cara mengajukan moratorium kepada kreditur, yang mana bahwa debitur 
meminta untuk sementara waktu dihentikan untuk melakukan pembayaran 
kewajiban utangnya.56 
 Secara yuridis, penundaan kewajiban pembayaran utang melalui 
pengadilan memang telah diatur. Hal ini diatur melalui pranata hukum 
PKPU. Adanya pranata hukum PKPU tidak semata-mata untuk secara 
yuridis saja melainkan juga secara ekonomis. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Fred BG Tumbuan, penundaan kewajiban pembayaran 
 
55 Ibid., hlm. 67. 
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utang adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya 
bermuara dalam likuidasi harta kekayaaan debitur. Khususnya dalam 
perusahaan, penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan 
memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur untuk membuat 
laba. Dengan cara ini kemungkinan besar debitur dapat melunasi 
kewajiban utangnya.57  Jadi secara sederhana dapat dikemukakan bahwa 
terdapat alasan untuk mengajukan PKPU yakni:58  
1. Debitur mengalami kesulitan keuangan; 
2. Debitur berharap usahanya masih bisa dilanjutkan; dan  
3. Kemungkinan debitur melunasi kewajibannya sangat terbuka.  
2. Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
 Berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
dijelaskan bahwa:59  
(1) Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur yang 
mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur. 
(2) Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat 
melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan 
 
57 Ibid., hlm. 39.  
58 Ibid. 




dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran 
utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang 
meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada 
kreditur. 
(3) Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan 
membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat 
memohon agar debitur diberikan penundaan kewajiban pembayaran 
utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian 
yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang 
kepada kreditur.  
a. Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan PKPU 
 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan 
dan dimohonkan oleh debitor maupun kreditur. Ketentuan ini 
terdapat pada Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 
2004. Maksud dari ketentuan diatas adalah debitur dan kreditur 
sama-sama memiliki hak untuk melakukan permohonan PKPU. 
Namun bila debitur adalah suatu lembaga tertentu, maka pengajuan 
PKPU dapat dikecualikan tergantung dari lembaga tersebut. PKPU 
dapat diajukan oleh:60 
 




a. Debitur, yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian 
atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka 
pengadilan.61 
b. Kreditur, yaitu orang yang mempunyai piutang karena 
perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka 
pengadilan.62 Kreditur yang dapat mengajukan permohonan 
PKPU dibagi atas tiga macam yaitu:63 1) Kreditur konkuren; 2) 
Kreditur separatis/khusus; dan 3) Kreditur istimewa. 
c. Pengecualian, yaitu 1) debitur bank yang diajukan oleh Bank 
Indonesia; 2) perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan 
pinjaman, lembaga penyimpanan dan penyelesaian diajukan 
oleh otoritas jasa keuangan; 3) perusahaan asuransi, 
perusahaan reasuransi,  dana pensiun dan badan usaha milik 
negara yang bergerak di bidang kepentingan publik diajukan 
oleh Menteri Keuangan.64 
b. Syarat Permohonan PKPU 
 Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
yang diajukan ke pengadilan Niaga, baik yang diajukan oleh 
 
61 Man S Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 
Bandung: Alumni, 2006, hlm. 85.  
62 Ibid., hlm. 82.  
63 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 327-328. 




debitur maupun kreditur harus memenuhi syarat formal dan syarat 
substansial, yaitu:65 
1) Syarat Formal 
 Syarat Formal merupakan kelengkapan berkas, 
termasuk kwitansi pembayaran ongkos perkara, sebelum 
perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dicatat 
dalam buku registrasi atau diregister.66 
➢ Dalam hal debiturnya orang perseorangan, wajib 
mengajukan surat permohonan bermaterai yang 
ditandatangani oleh debitur dan advokat sebagai kuasanya 
dengan melampirkan:67 
1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang 
debitur beserta surat bukti secukupnya; 
2. Rencana perdamaian;  
3. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; 
4. Surat Kuasa Khusus; 
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang 
dilegalisir; 
 
65 Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm. 256.  
66 Stevi G. Tampemawa, op.cit., , hlm. 7. 




6. Surat persetujuan suami/istri; 
7. Daftar harta kekayaan; 
8. Neraca pembukuan, jika mempunyai perusahaan. 
➢ Dalam hal debiturnya badan hukum perseroan, wajib 
mengajukan surat permohonan bermaterai yang 
ditandatangani debitur dan advokat sebagai kuasanya, 
dengan melampirkan:68  
1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang 
debitur beserta surat bukti secukupnya; 
2. Rencana perdamaian; 
3. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; 
4. Surat Kuasa Khusus; 
5. Surat tanda daftar perusahaan yang dilegalisir; 
6. Akta keputusan RUPS terakhir; 
7. Neraca keuangan terakhir; 
8. Nama, dan alamat debitur serta kreditur; 
9. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang 






10. Fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum 
perseroan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 
➢ Dalam hal debiturnya adalah Badan Hukum Sosial 
(yayasan/perkumpulan) wajib mengajukan surat 
permohonan bermaterai yang ditandatangani debitur dan 
advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:69 
1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang 
debitur beserta surat bukti secukupnya; 
2. Rencana perdamaian; 
3. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; 
4. Surat Kuasa Khusus; 
5. Keputusan rapat pengurus yang menyetujui pengajuan 
permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang; 
6. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang 
dibuat  oleh notaris; 
7. Neraca keuangan terakhir; 
8. Nama dan alamat kreditur; 
 




9. Fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum 
sosial dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 
➢ Dalam hal debiturnya Firma/CV, wajib mengajukan 
surat permohonan bermaterai yang ditandatangani debitur 
dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:70 
1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang 
debitur beserta surat bukti secukupnya; 
2. Rencana perdamaian; 
3. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; 
4. Surat Kuasa Khusus; 
5. Surat tanda daftar perusahaan yang dilegalisir; 
6. Neraca keuangan terakhir; 
7. Nama dan tempat tinggal masing-masing pesero; 
8. Nama dan alamat kreditur; 
9. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang 
dibuat notaris. 
 




➢ Dalam hal debiturnya Bank Indonesia, Badan 
Pengawas Pasar Modal, Menteri Keuangan, wajib 
mengajukan surat permohonan bermaterai yang 
ditandatangani oleh pimpinan institusi tersebut, dengan 
melampirkan:71 
1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang 
debitur beserta surat bukti secukupnya; 
2. Rencana perdamaian; 
3. Surat tugas dari pemimpin institusi, jika menugaskan 
staf/pegawai; 
4. Keputusan RUPS terakhir; 
5. Neraca keuangan terakhir; 
6. Daftar harta kekayaan perseroan; 
7. Nama dan alamar kreditur; 
8. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang 
dibuat notaris; 
9. Fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum 
perseroan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 
 




➢ Dalam hal PKPU diajukan oleh kreditur orang 
perseorangan, wajib mengajukan surat permohonan 
bermaterai cukup yang ditandatangani kreditur dan 
kuasanya, dengan melampirkan:72 
1. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; 
2. Surat Kuasa Khusus. 
➢ Dalam hal PKPU diajukan oleh kreditur Badan 
Hukum Sosial (yayasan/perkumpulan), wajib 
mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang 
ditandatangani kreditur dan kuasanya, dengan 
melampirkan:73 
1. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; 
2. Surat Kuasa Khusus; 
3. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar badan 
hukum sosial yang dibuat notaris; 
4. Fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum 
sosial dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 
 





➢ Dalam hal PKPU diajukan oleh kreditur Firma/CV, 
wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup 
yang ditandtangani kreditur dan kuasanya, dengan 
melampirkan:74 
1. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; 
2. Surat Kuasa Khusus; 
3. Surat tanda daftar firma/cv yang dilegalisir; 
4. Akta pendirian/perubahan anggaran dasar firma/cv 
yang dibuat notaris. 
➢ Dalam hal PKPU diajukan oleh kreditur badan hukum 
perseroan, wajib mengajukan surat permohonan 
bermaterai yang ditandatangani kreditur dan kuasanya, 
dengan melampirkan:75 
1. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir; 
2. Surat Kuasa Khusus; 
3. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar 
perseroan yang dibuat notaris; 
 





4. Fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum 
perseroan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 
2) Syarat Substansial 
 Syarat substansial merupakan syarat yang wajib 
dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang di dalam Persidangan.76 
➢ Dalam hal pemohon PKPU adalah debitur, maka 
berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 
tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, ada 4 (empat) syarat yang wajib 
dipenuhi atau harus terbukti agar permohonan dikabulkan, 
yaitu:77 
1. Ada utang 
2. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih 
3. Ada dua atau lebih kreditur, dan 
4. Debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan 
dapat melanjutkan pembayaran utangutangnya. 
 
76 Stevi G. Tampemawa, op.cit., hlm. 10.  




➢ Dalam hal pemohon PKPU adalah kreditur, maka 
berdasarkan pasal 222 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 
tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, ada 4 (empat) syarat yang wajib 
dipenuhi atau harus terbukti agar permohonan dikabulkan, 
yaitu:78 
1. Ada utang; 
2. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; 
3. Ada satu kreditur, dan 
4. Kreditur memperkirakan bahwa debitur tidak dapat 
melanjutkan pembayaran utangnya. 
 Syarat substansial ini bersifat kumulatif, bahwa seluruh 
syarat substansial ini harus dapat dibuktikan pemohon 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila salah satu 
syarat tidak dapat dibuktikan, maka permohonan dapat ditolak. 
Perbedaan antara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
yang diajukan oleh debitur dan kreditur terletak pada jumlah 
krediturnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang 
diajukan debitur harus ada dua atau lebih kreditur, sedangkan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan 
 




kreditur cukup satu kreditur yang sekaligus bertindak sebagai 
pemohon.79 
c. Tata Cara Permohonan PKPU  
 Pengajuan PKPU ditujukan kepada pengadilan Niaga 
dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:80 
1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua 
pengadilan Niaga setempat, yang ditandatangani oleh 
debitur dan penasihat hukumnya; 
2. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan 
(penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada law firm-
nya; 
3. Izin advokat yang dilegalisir; 
4. Alamat dan identitas lengkap para kreditur konkuren 
disertai jumlah tagihan masing-masing debitur; 
5. Laporan keuangan; dan 
6. Dapat dilampirkan rencana perdamaian yang meliputi 
tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada 
para kreditur konkuren.  
 
79 Ibid. 
80 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Jakarta: 




3. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  dapat berakhir apabila 
diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau dari satu 
atau lebih kreditor. Permintaan tersebut dimintakan ke Pengadilan untuk 
dinyatakan bahwa PKPU berakhir. Berakhirnya PKPU harus melalui 
proses pemeriksaan dari Pengadilan dan harus sudah diputus 10 (sepuluh) 
hari sejak dimintanya pengakhiran PKPU. Didalam memberikan 
putusannya, Pengadilan harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan 
mendasar untuk mengakhiri PKPU. Adapun yang menjadi alasan sehingga 
dapat diakhirinya PKPU adalah sebagai berikut:81 
a. Selama berlangsungnya PKPU, debitur beritikad buruk dalam 
melakukan pengurusan hartanya. 
b. Debitur telah merugikan dan mencoba merugikan kreditur. 
c. Debitur melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 226 ayat 
(1), yakni melakukan kepengurusan harta atau mengalihkan harta 
tanpa diberikan kewenangan untuk itu oleh pengurus.  
d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh 
pengadilan niaga pada saat atau setelah PKPU ataupun lalai dalam 
melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus.  
 




e. Keadaan harta debitur tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya 
PKPU.  
f. Keadaan debitur sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk memenuhi 
kewajibannya kepada para kreditur.  
 Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka secara yuridis debitur 
harus dinyatakan pailit dan putusan pailit tersebut harus disebutkan dalam 
putusan yang sama dengan putusan pengakhiran PKPU tersebut. 
Permohonan pengakhiran PKPU tersebut harus selesai diperiksa dalam 
waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut. Apabila 
kemudian debitur dinyatakan pailit maka berlaku ketentuan sebagai 
berikut:82 
a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Passal 44 
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus dihitung sejak 
putusan PKPU. 
b. Perbuatan hukum yang dilakukan debitur harus dianggap sebagai 
perbuatan kurator, utang harta debitur selama PKPU merupakan utang 
pailit. 
 




c. Kewajiban debitur yang timbul selama jangka waktu PKPU tanpa 
persetujuan pengurus tidak dapat dibebankan kepada debitur, kecuali 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Ketentuan Bank Mega Cabang Tegal Terhadap Debitur Yang Terpaksa 
Melakukan PKPU Sebagai Dampak Resesi Ekonomi Akibat Pandemi 
Covid-19 
 Pandemi Covid-19 dengan cepat menyebar secara global. Pandemi 
Covid-19 berada di Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 sehingga 
berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan 
kapasitas debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit ataupun 
pembiayaannya. Dampak kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan 
risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas 
sistem keuangan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 
Berbagai upaya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan ditawarkan, 
dimulai dari melakukan merger atau akuisisi perusahaan, penanaman modal 
asing, hingga restrukturisasi utang, baik dengan perjanjian antar pihak maupun 
melalui gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, 
untuk menyelamatkan perusahaan dari ancaman kepailitan di masa pandemi 




menjaga kestabilan perekonomian, diperlukan peran pemerintah untuk menjaga 
kestabilan perekonomian tersebut.83  
 Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang menangani 
debit dan kredit dengan meminjamkan, menerima dan menyimpan uang, 
membangun kesenjangan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Bank tidak 
hanya berurusan dengan uang tetapi juga penghasil uang.84 Menurut Malayu 
Hasibuan bank merupakan dana yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan disalurkan terhadap masyarakat dalam bentuk 
kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkat taraf hidup 
masyarakat.85 Bank Mega merupakan sebuah  perusahaan Perseroan Terbatas 
yang didirikan pada tahun 1969. Bank Mega merupakan berawal dari suatu 
usaha milik keluarga yang bernama PT. Bank karman. Berdasarkan  Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S.611/MK.13/1992 pada 
tanggal 1 Januari 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan 
relokasi Kantor Pusat di Jakarta. PT. Mega Bank berubah lagi namanya 
menjadi PT. Bank Mega Tbk sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur 
Bank Indonesia Nomor 2/5/Kep.DpG/2000.86   
 
83 Fadhila Shaffa Luthfie dan Irvan Zaldya, “Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 
Terhadap Restrukturisasi Utang sebagai Solusi Menyelamatkan Perusahaan dari Ancaman 
Kepailitan di Masa Pandemi Covid-19”, Klik Legal, 18 September 2020.  
84 Vetrova T. N., “Effectiveness of banking: Evaluation and Measuring”, Rusia: Social-
Economic Phenomena and Process, 2017, DOI: 10.20310/1819-8813-2017-12-2-30-35, hlm. 2. 
85 Malayu Hasibuan S. P., Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi, Jakarta: Bumi 
Aksara, 2017, hlm. 7. 




 Bank Mega merupakan salah satu bank besar di Indonesia yang sangat 
menjaga reputasi bank. Bank Mega terus menerus meningkatkan pelayanan dan 
dengan menghasilkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. 
Dalam mempertimbangkan keuntungan bank serta perlindungan kepada 
nasabah, Bank Mega memastikan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan telah 
memperhatikan aspek kehati-hatian.87 Bank Mega cabang Tegal berupaya 
memberikan produk dan layanan terbaik bagi setiap nasabahnya. Bank Mega 
cabang Tegal memiliki tujuh jenis produk dan layanan, seperti Simpanan, 
Pinjaman, Trade Finance, Transaksi Internasional, Treasuri, Transaksi 
Pembayaran dengan Kartu, serta beberapa layanan lainnya (Mega ATM, Mega 
Pass, Internet Banking, dan Mobile Banking).88  
 Keunggulan dari Bank Mega cabang Tegal lebih ke pelayannya, 
diantaranya sebagai berikut:89 
1. Tidak antri. 
2. Banyak merchant yang menawarkan promo-promo menarik seperti diskon 
berbelanja, voucher belanja, dan masih banyak lagi. 
3. Pembukaan tabungan langsung mendapatkan hadiah tanpa di undi. 
 
87 Bank Mega, “Delivering On Strategic & Prudent Management”, 
https://bankmega.com/media/filer_public/c6/98/c6984065-20cd-4b0f-8a8d-
9696313d0b1e/annual_report_2008_bank_mega.pdf, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, pukul 
11.40 WIB.  
88 Wawancara dengan Junedi, Area Manager di Bidang Collection & Remidial, di Bank Mega 
cabang Tegal, tanggal 23 Maret 2021, pukul 10.59 WIB.  
89 Wawancara dengan Junedi, Area Manager di Bidang Collection & Remidial, di Bank Mega 




 Kredit market Bank Mega cabang Tegal itu dari UKM, Retail, 
Korporasi. Prosedur pemberian kredit di Bank Mega cabang Tegal tetap 
mengacu terhadap 5C yaitu:90 
1. Character, penilaian karakter yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah 
untuk mengetahui itikad nasabah tersebut, baik sifat, watak ataupun 
perilakunya dalam kehidupan sehari-harinya.91 
2. Capacity, penilaian kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya 
untuk memperoleh laba yang nanti digunakan guna mengembalikan 
pembiayaan dari laba yang dihasilkan.92  
3. Capital, untuk melihat seberapa besar penggunaan modal untuk kegiatan 
usahanya, modal yang digunakan apakah sesuai dengan laporan keuangan 
yang diberikan calon nasabah kepada bank atau penggunaan modal yang 
digunakan untuk pengolahan usaha tidak sesuai bahkan terdapat 
keganjalan.93 
4. Collateral, penilaian jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank 
untuk meyakinkan apabila terjadi risiko kegagalan pembayaran maka 
jaminan dapat dipakai untuk menggantikan kewajibannya serta 
 
90 Wawancara dengan Junedi, Area Manager di Bidang Collection & Remidial, di Bank Mega 
cabang Tegal, tanggal 23 Maret 2021, pukul 11.06 WIB. 
91 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2013, hlm. 67. 
92 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Kalimedia, 2014, 
hlm. 81.  
93 Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta: PT. Raja 




mengetahui nilai harta atau kekayaan yang dijaminkan calon nasabah dan 
jaminan yang diberikan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan.94 
5. Condition, menilai faktor kondisi ekonomi secara umum terhadap kondisi 
sektor usaha calon nasabah  karena di dalam pemberian pembiayaan oleh 
bank perlu memperoleh perhatian dari pihak bank untuk memperkecil 
risiko apabila terjadi akibat oleh ekonomi tersebut.95 
 Bank Mega memahami bahwa pandemi Covid-19 berdampak kepada 
perekonomian nasional yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan para 
debitur.  Maka dari  itu muncullah suatu ketentuan hukum dalam memberikan 
penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur. Ketentuan hukum 
berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  adalah PKPU dapat dilakukan baik 
oleh debitur maupun kreditur dengan tujuan untuk menghindari dari kepailitan, 
dengan cara melalui permohonan kepada Pengadilan Niaga. Debitur dapat 
mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagaian 
atau seluruh utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable), 
baik terhadap kreditur preferen maupun konkuren ( vide Pasal 222 ayat (2) UU 
KPKPU ).    
 
94 Ulfa Hanasani, “Analisa Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan dengan Akad 
Mudharabah Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan”, Skripsi Minor Diploma III Perbankan 
Syariah, Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 
2018, hlm. 24.  




 Dalam kondisi pandemi Covid-19, penerapan konsep PKPU dalam 
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang harus mengutamakan untuk melakukan 
restrukturisasi karena PKPU menjadi ruang restrukturisasi untuk debitur dan 
krediturnya terhadap utang-utang yang tidak bisa atau sulit untuk dibayar saat 
jatuh tempo di masa pandemi Covid-19 ini.96 Tujuan dari restrukturisasi adalah 
untuk meringankan kreditur dalam bentuk penyesuaian cicilan pokok, 
penurunan suku bunga dan perpanjangan waktu. Disamping meringankan 
kreditur juga menjaga likuiditas dari suatu bank dengan meningat kondisi 
perekonomian di tengah pandemi ini.97 
 Pandemi  Covid-19 memberikan dampak yang besar bagi seluruh 
sektor kehidupan masyarakat, terutama pada sektor kesehatan dan ekonomi. 
Pemerintah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
sebagai upaya untuk meminimalisir angka penularan Covid-19. Dengan adanya 
kebijakan tersebut hampir seluruh aktivitas masyarakat terhenti dan berimbas 
besar terhadap kinerja ekonomi. Untuk menyikapi keadaan yang terjadi akibat 
pandemi Covid-19, pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-
undangan secara khusus dalam rangka untuk menjaga stabilitas perekonomian 
 
96 Dityasa H Forddanta, “UU Kepailitan dan PKPU harus mendukung Proses Restrukturisasi di 
Masa Pandemi”, https://nasional.kontan.co.id/news/uu-kepailitan-dan-pkpu-harus-mendukung-
proses-restrukturisasi-di-masa-pandemi, diakses pada  tanggal 25 Maret 2021, pukul 15.47 WIB.  
97 Zelvira Natasya Nurrrahma, “Analisis Yuridis Terhadap pelaksanaan Restrukturisasi Kredit 
Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit Dalam Situasi Covid-19”, Skripsi Sarjana Hukum, Medan: 




nasional sebagai suatu stimulus dalam bidang perpajakan dan perbankan, 
antara lain sebagai berikut:98  
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan; 
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 
Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai 
Bencana Nasional; 
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Intensif 
Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona; 
4. Praturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang 
Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical 
Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang 
Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus 
Corona 2019. 
Peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan pandemi 
Covid-19 dapat digunakan oleh debitur untuk melakukan negoisasi terhadap 
 
98 Jimmy Simanjuntak, “PKPU, Solusi Kelangsungan Usaha Menghadapi Pandemi Covid 19”, 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb2298a9f6ee/pkpu--solusi-kelangsungan-usaha-
menghadapi-pandemi-covid-19-oleh--jimmy-simanjuntak?page=3, diakses pada tanggal 18 Maret 





para krediturnya termasuk perbankan. Hal ini dilakukan untuk memberikan 
suatu kepastian secara finansial (cash flow projection) ataupun secara hukum 
sebagai suatu perjanjian untuk mengikat debitur dan kreditur.    
 Adanya wabah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, maka 
kebijakan pemerintah untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi 
dengan menggunakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 
Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
meliputi: 1) penetapan kualitas aset; dan 2) restrukturisasi kredit atau 
pembiayaan. Penundaan atau keringanan pembayaran angsuran melalui 
program restrukturisasi bagi kredit atau pembiayaan dengan cara: 1) penurunan 
suku bunga; 2) perpanjangan jangka waktu; 3) pengurangan tunggakan pokok; 
4) pengurangan tunggakan bunga; 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; 
dan 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.  
 Sedangkan Bank Mega cabang Tegal juga memiliki kebijakan 
restrukturisasi kredit untuk memberikan kemudahan debitur baik perorangan 
maupun perusahaan. Sejalan dengan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan maka, 
perbankan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan langkah 
rerstrukturisasi di luar pengadilan dibandingkan mengambil langkah hukum 
litigasi di era pandemi ini. Kebijakan dari Bank Mega cabang Tegal adalah 




keuangan karena akibat penyebab penyebaran virus Covid-19 dengan 
ketentuan-ketentuan untuk melakukan langkah:99 
1. Restrukturisasi 
 yaitu dengan menjadwalkan ulang dengan memperpanjang tenor 
kredit dan mengecilkan angsuran debitur. Adapun program restrukturisasi 
yang ditawarkan oleh Bank Mega diantaranya sebagai berikut:  
a. Perpanjangan jangka waktu kredit; atau  
b. Penundaan sebagian pembayaran angsuran. 
2. Relaksasi 
a. Penundaan bayar bunga selama 6 bulan, 1 tahun, atau 1,5 tahun 
mana yang ingin dipilih dan kewajiban bunga akan dibayar setelah 
1 tahun masa relaksasi jatuh tempo. 
b. Penundaan angsuran bunga dan pokok selama 6 bulan kewajiban 
bunga akan dihitung setelah masa grace period 6 bulan.  
  Berdasarkan Pasal 224 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa 
prosedur permohonan PKPU, diantaranya sebagai berikut:100 
 
99 Wawancara dengan Junedi, Area Manager di Bidang Collection & Remidial, di Bank Mega 
cabang Tegal, tanggal 23 Maret 2021, pukul 11.19 WIB. 




(1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh 
pemohon dan oleh advokatnya.  
(2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan 
kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, 
jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya. 
(3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil 
Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 
(tujuh) hari sebelum sidang.  
(4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor 
mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang 
Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana 
perdamaian.  
(5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
222.  
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata 
cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
Adapun bunyi dari Pasal 6  ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) 
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, yakni sebagai berikut: 
(1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan. 
(2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal 
permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon 
diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. 
(3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit 
bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), 





(4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua 
Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan 
didaftarkan.  
(5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal 
permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari 
permohonan dan menetapkan hari sidang. 
 
 Sedangkan prosedur permohonan restrukturisasi atau relaksasi di 
Bank Mega cabang Tegal yaitu dengan cara:101 
1. Debitur mengajukan surat tertulis mengenai keberatan angsuran; 
2. Pihak bank akan menindaklanjuti untuk dilakukan analisa kondisi usaha 
kemampuan membayarnya; 
3. Dibuatkannya addendum perjanjian kredit sebagai kesepakatan 
restruktrukturisasi atau relaksasi. 
 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai kebijakan 
Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019 bahwa tidak semua debitur 
dapat mengajukan restrukturisasi utang di masa pandemi ini. POJK 
memberikan batasan kriteria debitur yang dapat mengajukan restrukturisasi di 
masa pandemi covid-19 ini. Persyaratan pengajuan restrukturisasi tersebut 
diantaranya sebagai berikut: 
 
101 Wawancara dengan Junedi, Area Manager di Bidang Collection & Remidial, di Bank Mega 





1. Debitur yang terkena dampak penyebaran virus Covid 2019 termasuk 
debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;  
2. Debitur dengan sektor yang terkena dampak virus Covid 2019;  
3. Debitur dengan nilai kredit dibawah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah).  
 Bank juga harus memiliki pedoman untuk menetapkan kriteria 
debitur yang dapat mengajukan permohonan restrukturisasi. Bank Mega 
mempunyai kriteria khusus untuk debitur yang dapat mengajukan permohonan 
restrukturisasi diantaranya sebagai berikut:102 
1. Debitur yang terkena dampak langsung Virus Covid-19 dengan nilai 
pembiayaan di bawah Rp. 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 
2. Pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMKM; 
3. Tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 pada saat 
Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Virus Covid-19; dan  




102 Bank Mega, “Berita Restrukturisasi”, http://www.megafinance.co.id/berita-dan-
acara/berita/restrukturisasi-keringanan-pembiayaan, diakses pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 




B. Hambatan PKPU Karena Adanya Resesi Ekonomi Akibat Pandemi 
Covid-19 di Bank Mega Cabang Tegal 
 Pandemi Covid-19 berdampak secara langsung ataupun tidak 
langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur, sehingga berpotensi 
mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Pandemi 
Covid-19 dapat berpotensi pada peningkatan Non Perfoming Loan (NPL) atau 
Non Perfoming Finanching (NPF), permasalahan likuiditas, dan tekanan 
permodalan. Pandemi Covid-19 mempengaruhi beberapa risiko bank, 
diantaranya sebagai berikut:103 
1. Risiko Operasional  
  adalah suatu risiko yang bersumber dari masalah internal 
perusahaan, yang mana terjadi akibat lemahnya sistem kontrol 
manajemen yang dilakukan pihak internal perusahaan.104 Risiko akibat 
pandemi dengan tergangunya kegiatan operasional bank yaitu: 1) 
Aktivitas personil dalam menjalankan tugasnya; 2) Terganggunya 
kondisi infrastruktur bank, khususnya layanan fisik, ATM & EDC. 
Solusi yang dapat dijalankan untuk mengatasi risiko tersebut yaitu 
dengan cara menjalankan protokol kesehatan dan prosedur Business 
Continuity Plan (BCP) dengan tertib serta memastikan kesiapan hand 
sanitizer, Infrared Thermometer dan kebersihan kantor layanan. 
 
103 Heru Kristiyana, Kinerja Lingkungan Perbankan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Respon 
Kebijakan, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2020, hlm. 12. 




2. Risiko Kredit  
  adalah suatu risiko kerugian yang berhubungan dengan pihak 
peminjam pada saat jatuh tempo dan sesudahnya tidak dapat memenuhi 
kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya 
secara penuh.105 Resiko akibat pandemi dengan menurunnya 
kemampuan debitur membayar kewajiban akibat terganggunya kegiatan 
operasional usaha debitur yang mendorong NPL/NPF. Serta solusi yang 
dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan quick-check terhadap 
portofolio kredit yang dimiliki, melakukan pemetaan eksposur resiko 
bagi industri yang sangat terdampak Covid-19 serta menyusun beberapa 
analisis skenario.  
3. Risiko Likuiditas 
  adalah suatu risiko akibat dari ketidakmampuan bank untuk 
memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dari sumber 
pendanaan arus kas, aset liquid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan 
serta tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.106 Resiko 
yang dialami akibat pandemi Covid-19 yaitu tekanan likuiditas akibat 
pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan yang terdampak pandemi 
Covid-19. Upaya yang dapat dilakukan dengan pemantauan terhadap 
rasio likuiditas perbankan, menyusun pengujian tekanan likuiditas, serta 
 
105 Ferry N. Idroes dan Sugiharto, Manajemen Risiko perbankan dalam Konteks Kesepakatan 
Basel dan Peraturan Bank Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 79.  
106 Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017, 




menyusun rencana cadangan terhadap kondisi likuiditas yang akan 
dihadapi.  
4. Risiko Pasar 
  adalah suatu risiko yang dialami oleh perusahaan akibat 
perubahan kondisi dan situasi pasar luar dan kendali perusahaan.107 
Risiko yang terjadi akibat Covid-19 dengan perubahan nilai aset 
lembaga keuangan karena melemahnya yield instrumen keuangan serta 
melemahnya nilai tukar rupiah.  
 Berbagai permasalahan kredit yang umum dihadapi oleh pihak bank. 
Salah satunya yaitu dengan adanya musibah atau bencana yang mana sumber 
pendapatan debitur terkendala pada saat pandemi Covid-19 ini. Sehingga 
adanya penundaan utang dan mengakibatkan kredit bermasalah. Dengan 
adanya kredit yang bermasalah maka akan menjadi beban terhadap pihak bank. 
Yang mana menuntut pihak bank untuk:108  
1. Menyelesaikan dengan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengambil 
tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan 
melalui restrukturisasi. 
 
107 Irfan Fahmi, Analisa Kinerja Keuangan, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 69.  
108 I Wayan Suartama, et.al, Analisis Penerapan restrukturisasi Krdeit Dalam Upaya 
Penyelamatan NPL pada PT. BPR Nusamba Tegallalang, Jurnal S1 Ak UniversitaPendidikan 




2. Dilakukannya penilaian ulang secara berkala sehingga dapat diketahui 
dengan cepat mengenai potensi timbulnya masalah bank. Sehingga pihak 
bank segera mengambil langkah untuk pengamanannya.  
3. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera mungkin apabila 
kredit menunjukkan bermasalah.  
 Bank Mega mengakui bahwa banyak hambatan atau kendala dalam 
mengimplementasikan penundaan kewajiban pembayaran utang karena 
dampak dari pandemi ini. Tantangan yang harus di hadapi dalam permasalahan 
ini adalah dengan menyeimbangkan antara kebutuhan debitur dengan kapasitas 
likuiditas bank, kualitas pemerintah dan integritas para pelaku perbankan serta 
debitur sangat menentukan kelancaran pemberian restrukturisasi. Bank perlu 
memastikan tidak terjadinya moral hazard atau adanya free rider dalam 
penerapan relaksasi. Bank juga harus tetap memperhatikan prinsip kehati-
hatian dan manajemen risiko dalam penerapan POJK serta perbedaan 
masyarakat karena kurangnya pemahaman.109 Prinsip kehati-hatian merupakan 
prinsip yang diwujudkan dengan penerapan secara konsisten berdasarkan itikad 
baik terhadap seluruh persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.110 
 
109 Heru Kristiyana, op.cit., hlm. 18. 
110 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja 




 Secara umum ada beberapa hambatan dalam proses restrukturisasi 
kredit di masa pandemi Covid-19 ini, antara lain:111  
1. Adanya keterbatasan finansial maupun tenaga staf di bidang restrukturisasi 
pada lembaga fasilitator. Dari sisi yang lain debitur dan kreditur berharap 
banyak terhadap lembaga terebut yang secara fakta tidak mempunyai 
kekuatan memaksa. 
2. Kurangnya keterbukaan antara debitur maupun kreditur. Pihak kreditur 
dalam pihak bank, menempatkan persyaratan yang mencerminkan 
besarnya kerugian yang dapat ditolerinya dan kepastian yang segera 
mungkin untuk melakukan pembayaran tanpa melihat kondisi bisnis dan 
keuangan debitur. Sedangkan dari sisi debitur selalu berpikir untuk 
memperoleh keringanan yang maksimal serta menyerahkan agunan 
seminim mungkin. 
3. Kurangnya koordinasi lembaga-lembaga yang terlibat sebagai fasilitator 
dalam restrukturisasi, karena setiap lembaga memiiki jadwal serta 
mengutamakan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.   
 Terdapat juga beberapa hambatan yang di hadapi dalam penerapan 
restrukturasi kredit yang belum optimal diantaranya sebagai berikut:112  
 
111 Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Jakarta: PT. Elex Media 
Komputindo, 2010, hlm. 138.  




1. Kesulitan untuk bertatap muka, verifikasi data serta pengkinian kondisi 
debitur akibat social distancing dan pembatasan akses di beberapa 
wilayah. 
2. Restrukturasi debitur secara bulk untuk yang bersifat mass product. 
3. Proses restrukturasi harus dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak 
terlibat dalam kredit restrukturisasi berpotensi menghambat proses 
percepatan stimulus.  
4. Persetujuan restrukturisasi yang harus naik satu tingkat menimbulkan 
bottleneck pemrosesan restrukturisasi. 
5. Beberapa fungsi operasional tidak dapat dilakukan melalui Work From 
Home (WFH), sehingga dilakukan melalui mekanisme split office. 
6. Tantangan dari industri yang masih berpedoman pada SOP lama sehingga 
cenderung memakan waktu dan birokrasi. 
 Hambatan-hambatan yang dialami oleh Bank Mega cabang Tegal 
dalam hal ini, diantaranya sebagai berikut:113  
1. Debitur tidak terbuka pada saat dilakukannya negoisasi oleh pihak 
bank. Debitur menginginkan untuk memperoleh keringanan yang 
maksimal sedangkan bank mencoba untuk mencapai kesepakatan yang 
baik dalam bernegosiasi agar tidak merugikan satu sama lain. 
 
113 Wawancara dengan Junedi, Area Manager di Bidang Collection & Remidial, di Bank Mega 




2. Setelah masa relaksasi/restrukturisasi debitur habis atau jatuh tempo, 
maka akan dibebankan kewajiban yang lebih besar karena ada 
tambahan beban bunga pada saat ditangguhkan.  
3. Debitur sangat sulit untuk diajak bekerjasama, contohnya pada saat 
pihak bank melakukan pemanggilan terhadap debitur dan mengajukan 
peringatan serta pemberitahuan penagihan. Dalam hal ini, debitur tidak 
mempunyai itikad baik karena dapat dilihat dari sikap debitur yang 
tidak memenuhi panggilan dari pihak bank apabila dipanggil.  
4. Debitur yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Contohnya 
dalam kewajiban untuk membayar angsuran tidak dibayarkan sesuai 
dengan isi putusan restrukturisasi yang disepakati.  
5. Bank mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap 
usaha debitur ataupun keuangan debitur secara langsung, karena dalam 
hal ini pihak bank tidak dapat untuk meninjau dan mengawasi 
perkembangan debitur secara terus-menerus.  
 Upaya alternatif yang dilakukan oleh Bank Mega cabang Tegal untuk 
mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di atas adalah apabila sikap debitur 
yang tidak kooperatif, maka Bank Mega cabang Tegal akan melakukan 
langkah-langkah sesuai dengan prosedur hukum bahkan sampai ke ranah lelang 









 Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan diatas, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Adanya pandemi Covid-19 pemerintah memberikan kebijakan untuk 
mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan 
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 
tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 
Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) meliputi: penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau 
pembiayaan. Bank Mega cabang Tegal memiliki kebijakan restrukturisasi 
kredit untuk memberikan kemudahan debitur baik perorangan maupun 
perusahaan. Sejalan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan, perbankan 
memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan langkah 
rerstrukturisasi di luar pengadilan dibandingkan mengambil langkah 
hukum litigasi di era pandemi ini. Kebijakan dari Bank Mega cabang 
Tegal yaitu menawarkan keringanan kepada debitur yang mengalami 
kesulitan keuangan akibat dari pandemi Covid-19 dengan ketentuan untuk 
melakukan langkah restrukturisasi dan relaksasi. Prosedur permohonan 




mengajukan surat tertulis mengenai keberatan angsuran; 2) Pihak bank 
akan menindaklanjuti untuk dilakukan analisa kondisi usaha kemampuan 
membayarnya; dan 3) Dibuatkannya addendum perjanjian kredit sebagai 
kesepakatan restruktrukturisasi atau relaksasi. Kriteria debitur yang dapat 
mengajukan permohonan restrukturisasi diantaranya sebagai berikut: 1) 
Debitur yang terkena dampak langsung Virus Covid-19 dengan nilai 
pembiayaan di bawah Rp. 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 2) 
Pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMKM; 3) Tidak memiliki 
tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 pada saat Pemerintah Republik 
Indonesia mengumumkan Virus Covid-19; dan 4) Pemegang unit 
kendaraan/jaminan. 
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Bank Mega cabang Tegal dalam 
hal ini yaitut: 1) Debitur tidak terbuka pada saat dilakukannya negoisasi 
oleh pihak bank; 2) Debitur sangat sulit untuk diajak bekerjasama; 3) 
Debitur melanggar kesepakatan yang telah disepakati; dan 4) Bank 
mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap usaha debitur 
ataupun keuangan debitur secara langsung. Upaya yang dilakukan Bank 
Mega cabang Tegal dalam mengatasi hambatan yang terjadi adalah apabila 
debitur tidak kooperatif maka dilakukan langkah-langkah sesuai dengan 
prosedur hukum bahkan sampai ke ranah lelang aset jaminan ke kantor 






 Beberapa saran yang dapat dikemukakan terkait dengan skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Hendaknya pihak bank harus lebih teliti dalam memberikan 
restrukturisasi datau relaksasi kredit bagi debitur. Sehingga terhindar 
dari risiko negatif yang akan terjadi dikemudian hari. Bank juga harus 
bisa lihat mana yang perlu diberikan keringanan dan mana yang tidak.  
2. Hendaknya debitur terbuka pada saat dilakukannya negoisasi oleh pihak 
bank, debitur bisa diajak kerjasama, debitur harus kooperatif serta tidak 
melanggar kesepakatan yang sudah disepakati. Sedangkan untuk pihak 
bank lebih bisa mengerti keadaan usaha debitur dan keuangan debitur. 
Sehingga dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dapat 
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